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ABSTRAK 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN NOMOR PERKARA 

0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN 

KARENA ADANYA PEMALSUAN  

IDENTITAS WALI NIKAH 

 

Oleh : 

MEGA SELFIAH 

618110182 

 

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pengaturan tentang wali 

nikah menurut Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, (2) untuk 

mengetahui proses pembuktian hakim dalam penanganan putusan pengadilan 

agama nomor perkara 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr terhadap pembatalan perkawinan 

karena adanya pemalsuan identitas wali nikah dan (3) untuk mengetahui 

pertimbangan hakim dalam memutuskan nomor perkara   

0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr terhadap pembatalan perkawinan karena adanya 

pemalsuan identitas wali nikah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

normatif dengan metode pengumpulan data yaitu riset kepustakaan. Sedangkan 

tehnik analisis bahan hukum yaitu deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) Hukum positif di Indonesia bagi 

orang Islam menempatkan wali sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi 

sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan 

Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Apabila 

tidak dimungkinkan terpenuhinya rukun wali yang berasal dari wali nasab, maka 

perwalian beralih kepada wali Hakim yang ditunjuk oleh Peraturan Perundang-

undangan, (2) Proses pembuktian hakim dalam penanganan putusan pengadilan 

agama nomor perkara 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr terhadap pembatalan perkawinan 

karena adanya pemalsuan identitas wali nikah, pada hari senin tanggal 15 

September 2014 Tergugat I dan Tergugat 2 telah melangsungkan pernikahan yang 

tercata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 428/24/ IX/ 2014, dan pada saat itulah  

terungkap suatu fakta bahwa orang tua dari Tergugat 2 tidak pernah bertindak 

sebagai wali pada saat akad nikah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat 2, 

melainkan mewakilkannya kepada orang lain dalam hal ini kepala Dusun, dan (3) 

Dasar pertimbangan hakim menolak memutuskan nomor perkara 

0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr, yaitu hakim dalam memutuskan menolak perkara 

pembatalan perkawinan adalah bahwa dalam gugatannya pemohon mengatakan 

bahwa selaku wali dalam perkawinannya antara termohon I  dengan termohon II  

adalah bukan orang tua kandung dari termohon II, dan hal itu tidak dapat 

dibuktikan oleh pemohon, maka majlis hakim menolak perkara pembatalan 

perkawinan tersebut yang berdasarkan pada pasal 163 HIR.  

 

Kata kunci: Putusan Pengadilan Agama, Pembatalan Perkawinan Pemalsuan 

Identitas Wali Nikah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam pernikahan, keadaan ideal pria atau wanita adalah sesuatu yang 

tidak dapat dicapai sepenuhnya. Hal ini tidak akan menjadi kendala jika suami 

istri sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga, siap mental dan saling 

pengertian. Namun pada kenyataannya, di masyarakat kita sering mengalami 

kesulitan untuk menyelesaikan poligami, sehingga ada kecenderungan untuk 

menyelesaikan masalah poligami dengan cara yang rahasia dan tidak jujur. 

Ketidakjujuran tersebut, termasuk menggunakan identitas palsu pada akta 

nikah, di mana mereka mengaku masih lajang padahal sudah sah menjadi 

suami bagi perempuan lain. 

Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan suatu 

persatuan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan yang bukan mahramnya.
1
 Menurut Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2
 Menurut 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad 

yang sangat kuat atau misaqan galizan untuk mentaati perintah Allah dan 

merupakan ibadah dalam melaksanakannya. 

                                                 
1
 Beni Ahm∂d S∂eb∂ni, Fiqh Mun∂k∂h∂t 1 (B∂ndung: CV.Pust∂k∂ Seti∂, 2001), h∂l. 9 

2
 P∂s∂l 1 Und∂ng-Und∂ng  Nomor 16 T∂hun 2019 Tent∂ng Perk∂win∂n 
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Pernikahan dianggap sebagai prosesi yang sakral karena pernikahan 

adalah urusan agama, sehingga pernikahan harus dilaksanakan melalui 

serangkaian upacara keagamaan yang harus dilakukan sesuai dengan hukum 

masing-masing agama.
3
 Hal ini juga dinyatakan dalam UU  Nomor 16 Tahun 

2019 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), yaitu perkawinan adalah sah, 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. 

Pernikahan menurut Islam adalah ikatan yang sah menurut ajaran 

Islam. Oleh karena itu, agar perkawinan menjadi sah, maka semua rukun dan 

syarat perkawinan menurut hukum Islam harus dipenuhi. Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menetapkan 

bahwa perkawinan adalaih saih, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Perkawinan, pernikahan itu sebenarnya diakui sah jika 

dilakukan menurut aturan agamanya. 

Salah satu faktor kunci dalam mencapai tujuan di atas adalah adanya 

kesepakatan dan integritas di antara para pihak, yang berarti telah diletakkan 

dasar yang kokoh untuk pengurangan bahtera rumah tangga. Persetujuan dan 

kejujuran dalam perkawinan harus lahir dalam bentuk yang murni. Dengan 

kata lain, tekad untuk memulai sebuah pernikahan sebenarnya datang dari hati 

masing-masing. Jika seorang pria dan seorang wanita setuju untuk menikah, 

                                                 
3
 Khoirudin N∂sution, Hukum Perd∂t∂ Isl∂m Indonesi∂ d∂n Perb∂nding∂n Hukum Perk∂win∂n 

di Duni∂ Muslim (Yogy∂k∂rt∂: Ac∂demi∂ + T∂z∂f∂, cet ke 2, 2013), h∂l.221 
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itu berarti mereka setuju untuk mengikuti aturan hukum yang mengatur 

pernikahan, yang berlaku selama dan setelah pernikahan.
4
 

Pembatalan Perkawinan berarti pengajuan permohonan pembatalan 

perkawinan yang memuat klausula tentang wali perkawinan yang tidak 

berwenang bertindak atas nama mempelai wanita, bertindak dalam akad nikah 

yang sah, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang 

dilakukan oleh walinya. Wali itu dikatakan sebagai orang yang penting dalam 

pernikahan karena kedudukannya mempunyai wewenang atas terselenggranya 

pernikahan serta penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan. Kedudukan wali 

dalam perkawinan dalam akad nikah merupakan hal yang mengikat dan 

perkawinan tidak sah kecuali ditempati oleh wali yang sah.
5
 

Batalnya suatu perkawinan dapat disebabkan oleh kegagalan 

pemeriksaan keluarga atau otoritas yang berwenang, sehingga perkawinan 

tersebut telah selesai, meskipun kemudian ditetapkan melanggar UU 

Perkawinan atau UU Munakahat. Jika hal ini terjadi, pengadilan agama dapat 

membubarkan perkawinan atas permintaan para pihak yang terlibat.
6
 

Selain itu, batalnya perkawinan bisa terjadi karena ada hal-hal yang 

membatalkan akad nikah dan bisa juga karena sesuatu yang baru dialami 

setelah menikah dan hidup berumah tangga. Istri juga dapat meminta batalnya 

                                                 
4
 Soemij∂ti, Hukum Perk∂win∂n Isl∂m d∂n Und∂ng-Und∂ng Perk∂win∂n, Yogy∂k∂rt∂: Liberti, 

1996, h∂l. 10 
5
 Amir Sy∂rifuddin, Hukum Perk∂win∂n Isl∂m di Indonesi∂, Kenc∂n∂ Pren∂d∂ Medi∂ Group, 

J∂k∂rt∂, 2009, h∂l. 69 
6
 Amiur Nuruddin, Azh∂ri Akm∂l T∂rig∂n, Hukum Perd∂t∂ Isl∂m di Indonesi∂, Kenc∂n∂, 

J∂k∂rt∂, 2004, h∂l. 72 
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perkawinan dengan alasan istri merasa ditipu, baik yang berkaitan dengan 

harta warisan, kekayaan maupun kedudukan suami. 

Batalnya perkawinan adalah rusaknya atau tidak sah perkawinan 

karena salah satu syarat atau rukunnya tidak terpenuhi atau karena sebab lain 

dilarang oleh rukun itu atau karena sebab lain yang diharamkan oleh agama. 

Seperti dalam Pasal 26 yaitu: Perkawinan yang dilangsungkan dimuka 

pegawai pencatatan Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak 

sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 orang saksi dapat diminta 

pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari 

suami isteri, jaksa, dan suami atau isteri.
7
 Wali palsu adalah wali yang dipakai 

seseorang tetapi bukan wali yang sebenarnya, sebagaimana wali yang tidak 

sah menjalankan rukun nikah.  

Diantara sekian banyak syarat dan rukun nikah (perkawinan) yang sah 

menurut hukum Islam, wali nikah merupakan hal yang sangat penting dan 

menentukan, juga menurut Syafi'i tidak sah perkawinan tanpa adanya wali 

bagi pengantin perempuan sedangkan dari mempelai pria tidak diperlukan 

wali agar pernikahan menjadi sah. Jika wanita tersebut melakukan 

persetubuhan, maka wanita yang tidak memiliki wali, dipaksa untuk 

membayar “mahar misil” dengan mahar yang dianggap sah dalam 

persetubuhan dengannya. Seorang wanita tidak menikahi seorang wanita dan 

                                                 
7
 Ahm∂d Rofiq, Hukum Perd∂t∂ Isl∂m di Indonesi∂, PT R∂j∂ Gr∂findo Pers∂d∂, J∂k∂rt∂, 2013, 

h∂l.121 
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seorang wanita tidak menikahi dirinya sendiri, bahwa seorang wanita yang 

menikahi dirinya sendiri adalah seorang pezina.
8
 

Pada tanggal 25  November  2021, seorang bapak A. Walid Bin 

Ibrahim (pengugat) melakukan pembatalan pernikahan kepada putri 

kandungnya bernama Endang Rahmawati (tergugat) karena pemalsuan wali 

nikah dengan duduk perkara bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami 

isteri, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di  

Kelurahan Bali,  Kecamatan  Dompu,  pada  tanggal  12 Desember  2018  dan  

telah  terdaftar sesuai Akta/buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pengawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Propinsi  NTB,  

dengan  nomor  :  0569/014/XII/2018  tanggal  12 Desember 2018. Namun 

Para penggugat berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan kembali  

Para  Tergugat,  Penggugat  akhirnya  memastikan memang benar antara 

Tergugat I dengan Tergugat II telah menikah pernikahan antara Tergugat  I  

dengan Tergugat  II  telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974, yaitu  Tergugat  II  melakukan  penipuan  terhadap  

Para Penggugat,  Tergugat  II  mengatakan  bahwa  yang  menyerahkan wali 

nikahnya kepada ABIDIN sebagai wali nikah pengganti adalah saudara 

kandungnya sendiri, fakta sebenarnya yang menyerahkan wali  nikahnya 

Tergugat  II  tersebut  kepada ABDIN adalah orang lain. Atas pernikahan 

tersebut, bapak A. Walid Bin Ibrahim (pengugat) mengajukan permohonan 

                                                 
8
 Mohd. Idris R∂mulyo, Hukum Perk∂win∂n Isl∂m, PT Bumi Aks∂r∂, J∂k∂rt∂, 2004, h. 217 
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pembatalan pernikahan kepada pengadillan agama Dompu dengan nomor 

pokok perkara   0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr.
9
 

Pembatalan perkawinan dapat disebabkan bukan saja karena 

perkawinan yang sah, tetapi juga karena perkawinan itu dilakukan sesuai 

dengan kesepakatan karena adanya penipuan atau kesalahpahaman oleh suami 

atau istri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-

Undang  Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum 

Islam yang menyatakan bahwa Seorang suami atau isteri dapat mengajukan 

permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya 

perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
10

 Perkawinan 

hanya dapat dibubarkan atas perintah pengadilan. Jika suatu perkawinan 

dibubarkan oleh pengadilan,  maka perkawinan yang telah terjadi dianggap 

tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, 

namun tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dari perkawinan yang 

dilakukan. 

Putusan pengadilan merupakan tahap akhir untuk memutuskan apakah 

perkawinan itu akan dibatalkan atau disahkan, tentunya dengan 

memperhatikan kepentingan hakim. Oleh karena itu, putusan hakim yang baik 

harus memenuhi 3 (tiga) unsur/aspek sekaligus secara seimbang, yaitu 

kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dan 

masyarakat. Putusan pengadilan untuk membatalkan perkawinan yang tidak 

sah dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua mempelai dan keluarganya 

                                                 
9
 Putus∂n Nomor 984/Pdt.G/2021/PA.Dp 

10
 P∂s∂l 27 ∂y∂t (2) Und∂ng-Und∂ng  Nomor 16 T∂hun 2019 tent∂ng Tent∂ng Perk∂win∂n 
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menurut hukum nasional, yaitu UU No.16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), di mana suami dan istri kembali ke keadaan semula, atau 

sebagian dari mereka seolah-olah belum pernah menikah. Selain itu, batalnya 

perkawinan mempunyai arti yang sangat penting, karena batalnya perkawinan 

tidak hanya berdampak pada pasangan tetapi juga pihak-pihak yang terkait 

dengan perkawinan tersebut, seperti pasangan, sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2019. Dan akibat dari pemalsuan nikahnya 

tersebut tidak berlaku surut terhadap pihak-pihak yang tertuang dalam Pasal 

28 ayat (2) Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 75 Kompilasi 

Hukum Islam. 
11

  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk 

mengangkat judul tentang “tinjauan yuridis tentang putusan nomor perkara   

0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr terhadap pembatalan perkawinan karena adanya 

pemalsuan identitas wali nikah. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian 

maka penulis menyimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaturan tentang wali nikah menurut Undang-Undang 16 

tahun 2019 tentang Perkawinan? 

2. Bagaimana proses pembuktian hakim dalam penanganan putusan 

pengadilan agama nomor perkara   0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr terhadap 

                                                 
11

 P∂s∂l 28 ∂y∂t (2) Und∂ng-Und∂ng  Nomor 16 T∂hun 2019 Tent∂ng Perk∂win∂n 
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pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas wali nikah? 

3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan nomor perkara   

0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr terhadap pembatalan perkawinan karena adanya 

pemalsuan identitas wali nikah? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian    

a. Untuk mengetahui pengaturan tentang wali nikah menurut Undang-

Undang 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. 

b. Untuk mengetahui proses pembuktian hakim dalam penanganan 

putusan pengadilan agama nomor perkara   0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr 

terhadap pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas 

wali nikah. 

c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menolak memutuskan nomor 

perkara   0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr terhadap pembatalan perkawinan 

karena adanya pemalsuan identitas wali nikah. 

2. Manfaat penelitian  

a. Manfaat Teoritis  

Secarara teoritis penyususn berharap karya tulis ilmiah 

berbentuk skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademis 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk menjadi 

pelengkap khazanah intelektual tentang hukum keluarga khususnya 

tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan 
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perkawinan karena adanya pemalsuan identitas wali nikah di 

Pengadilan Agama Dompu. 

b. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini, dapat berguna sebagai bahan masukan 

bagi masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pemohonan isbat 

nikah terhadap pegawai negeri sipil dan solusi konkrit bagi 

masyarakat dalam pembatalan perkawinan pemalsuan identitas. 

c. Akademis 

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam mencapai kebulatan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu 

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram. 

D. Orisinalitas Penelitian 

No. Nama dan 

Judul Skripsi 

Permaslahan Hasil penelitian Perbedaan 

1.  Nurul Mariati 

Simanjuntak. 

2018. Tinjauan 

Yuridis Atas 

Pembatalan 

Perkawinan 

Serta Akibat 

Hukumnya 

(Studi Putusan 

No. 1009/Pdt. 

G/2009/PA. 

Mdn. Pada 

Pengadilan 

Agama Kelas 

I-A Medan) 

 

 

1. Bagaimana 

proses 

pembatalan 

perkawinan 

karena wali yang 

tidak sah pada 

Pengadilan 

Agama Kelas I-

A Medan?  

2. Bagaimana 

akibat hukum 

dari pembatalan 

perkawinan 

karena wali 

nikah yang tidak 

sah di 

Pengadilan 

Agama Kelas I-

A Medan? 

1. Pada dasarnya pembatalan 

perkawinan (fasakh) dilakukan 

oleh hakim atas permintaan 

suami atau istri dan/atau pihak 

lain. Namun, ada juga fasakh 

yang terjadi dengan sendirinya 

(infisakh) tanpa perlu adanya 

hakim, misalnya antara suami 

dan istri yang didapati ada 

hubungan darah atau hubungan 

darah. Perkawinan yang terjadi 

pada kasus No. 1009/Pdt. 

G/2009 PA. Mdn. Dinyatakan 

batal demi hukum oleh 

Pengadilan Agama Kelas I-A 

Medan karena tidak memenuhi 

syarat-syarat sahnya 

perkawinan sebagaimana 

ditentukan baik oleh hukum 

Islam maupun peraturan 

Penelitian 

Nurul 

Mariati 

Simanjunta

k tentang 

pembatalan 

perkawinan 

serta akibat 

hukumnya, 

sedangkan 

Mega 

Selfiah 

tentang 

pembatalan 

prkawinan 

pemalsuan 

identitas 
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perundang-undangan yang 

berlaku.  

2. Akibat hukum dari putusnya 

perkawinan oleh wali yang 

tidak sah adalah setelah 

adanya putusan, perkawinan 

yang telah dilangsungkan 

sebelumnya batal demi hukum 

dan akta perkawinan/kutipan 

akta nikah nomor 

143/23/V/2009 tertanggal 28 

Mei 2009 yang dikeluarkan 

Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Medan Petisah 

Kota Medan ditemukan tidak 

sah atau tidak sah dan 

mengharuskan penghapusan 

catatan pernikahan dari buku 

register Kantor Urusan Agama 

(KUA).  

2.  Ghea Olivia 

Feydita. 2019. 

Analisis 

Yuridis 

Terhadap 

Pembatalan 

Perkawinan 

Karena Alasan 

Salah Sangka 

Jati Diri Oleh 

Pejabat Kua 

Menurut 

Hukum 

Perkawinan 

Yang Berlaku 

Bagi Orang 

Muslim Di 

Indonesia 

(Studi Kasus 

Nomor 

678/PDT.G/20

15/PA.MDN) 

1. Dapatkah suatu 

perkawinan 

dilakukan 

pembatalan 

karena alasan 

salah sangka jati 

diri oleh pejabat 

KUA? 

2. Apakah putusan 

Nomor 

678/Pdt.G/2015/

PA.Mdn tentang 

pembatalan 

perkawinan 

sudah sesuai 

menurut Hukum 

perkawinan yang 

berlaku bagi 

orang muslim di 

Indonesi? 

1. Alasan maupun upaya 

permohonan dalam 

pembatalan perkawinan tidak 

sesuai dengan ketentuan Pasal 

23 Undang-Undang Nomor 

Nomor 16 tahun 2019 tentang 

perkawinan jo. Pasal 73 

Kompilasi Hukum Islam.  

2. Putusan Nomor 

678/Pdt.G/2015/PA.Mdn 

sudah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 27 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun1974 

tentang perkawinan jo. Pasal 

72 ayat (2) Kompilasi Hukum 

Islam. 

Penelitian 

Ghea Olivia 

Feydita 

tentang 

Pembatalan 

Perkawinan 

Karena 

Alasan 

Salah 

Sangka Jati 

Diri Oleh 

Pejabat Kua 

Menurut 

Hukum 

Perkawinan 

Yang 

Berlaku 

Bagi Orang 

Muslim Di 

Indonesia, 

sedangkan 

Mega 

Selfiah 

tentang 

pembatalan 

prkawinan 
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pemalsuan 

identitas 

3.  Tri Hanggo 

Saputro, 2016 . 

Tinjauan 

Yuridis 

Tentang 

Penyelesaian 

Pmbatalan 

Perkawinan 

Terhadap Istri 

Yang Telah 

Memiliki Janin 

Dari Orang 

Lain (Studi 

Kasus Di 

Pengadilan 

Agama 

Surakarta 

1. Bagaimana 

proses 

penyelesaian 

pembatalan 

perkawinan? 

2. Bagaimanakah 

pertimbangan 

hakim dalam 

menentukan 

pembuktian dan 

putusan terhadap 

pembatalan 

perkawinan? 

1. Dalam adanya pembatalan 

perkawinan ini adalah 

memutuskan hubungan 

kekeluargaan atau nasab 

diantara keduanya yaitu antara 

sang suami dengan sang istri 

dan membatalkan akta nikah 

yang telah diterbitkan oleh 

pihak terkait. Pembatalan 

perkawinan yang terjadi di 

Pengadilan Agama Surakarta 

menimbulkan adanya 

semacam akibat hukum dari 

hubungan antara sang suami 

dan sang istri yaitu putusnya 

hubungan antara sang suami 

dengan sang istri dan 

kembalinya status mereka 

seperti semula.  

2. Dalam proses pembatalan 

perkawinan yang ada di 

Pengadilan Agama Surakarta, 

sudah dilakukan sebagaimana 

mestinya, dari pemohon yang 

mengajukan tuntutannya 

hingga jawaban-jawaban dari 

pihak terkait juga sudah 

dibacakan sehingga terbuatlah 

sebuah putusan dari Hakim, 

sebagai contoh dalam 

keputusan Pengadilan Agama 

Surakarta Nomor 

0033/PDT.G/2015/PA.Ska. 

Penelitian 

Tri Hanggo 

Saputro 

tentang 

Penyelesaia

n Pmbatalan 

Perkawinan 

Terhadap 

Istri Yang 

Telah 

Memiliki 

Janin Dari 

Orang Lain, 

sedangkan 

Mega 

Selfiah 

tentang 

pembatalan 

prkawinan 

pemalsuan 

identita 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

 Secara etimologis, nikah dalam bahasa arab berarti pernikahan 

atau perkawinan. Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

orang Arab dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan dalam hadits 

Nabi.  AlNikah mempunyai arti Al-Wath‟i, Al-Dhommu, Al-Tadakhul, 

Al-jam‟u atau ibarat „an al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan 

badan, berkumpul, jima‟ dan akad.
12

 

Kata nikah memiliki dua arti, yaitu arti sebenarnya (haqiqat) dan 

arti kiasan (majaaz). Secara harfiah kata nikah berarti berkumpul 

sedangkan secara kiasan berarti mengadakan aqad atau akad nikah.
13

 

Beberapa ahli hukum memberikan arti atau definisi yang berbeda-

beda tentang kata nikah, termasuk yang dikemukakan oleh Soemiyati yang 

merumuskannya: Pernikahan adalah kontrak antara seorang pria dan 

seorang wanita. Akad ini bukan sembarang akad, melainkan akad suci 

untuk membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan. Orang suci di 

sini terlihat dari sisi religius pernikahan. Sementara itu, Zahry Hamid 

menulis sebagai berikut; yang disebut Nikah setelah Syara adalah akad 

(ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan kata-kata tertentu 

                                                 
12

 M∂rd∂ni, Hukum Perk∂win∂n Isl∂m: di Duni∂ Isl∂m Modern, (Yogy∂k∂rt∂: Gr∂h∂ Ilmu, 

2011), h∂l. 4 
13

 Lili R∂sjidi, Hukum Perk∂win∂n d∂n Percer∂i∂n di M∂l∂ysi∂ d∂n Indonesi∂., 

(B∂ndung:Alumni, 1982), h∂l. 3 
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dan pemenuhan aturan dan kondisi. Dalam pengertian yang paling luas, 

perkawinan atau perkawinan adalah “persatuan lahir dan batin antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk memperoleh keturunan, 

yang berlangsung menurut ketentuan hukum Islam.
14

 

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 UU No. 16 tahun 2019 

tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa” 

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah suatu perjanjian yang 

mengesahkan persatuan dan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki 

dan perempuan yang bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah untuk 

mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal, maka suami istri harus 

saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan 

kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan lahir dan 

batin.
15

 

Ulama fikih dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan 

Hanbali) mendefinisikan nikah sebagai suatu perjanjian yang 

membolehkan seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang wanita, yaitu 

(dari kata perjanjian) kawin atau nikah atau yang sejenis. arti kata untuk 

keduanya. 

                                                 
14

 Abd. Shom∂d, Hukum Isl∂m, J∂k∂rt∂: Kenc∂n∂, cet∂k∂n 2, 2012), h∂l 180 
15

 H∂sb∂ll∂h Th∂ib d∂n M∂r∂h∂lim H∂r∂h∂p, Hukum Kelu∂rg∂ D∂l∂m Sy∂ri∂t Isl∂m, 

(Universitas Al-Azh∂r, 2010), h∂l. 4 
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Para ulama madzhab sepakat bahwa nikah kembali sah jika 

dilakukan dengan akad, ijab dan qabul antara calon istri dengan laki-laki 

yang melamarnya, atau antara pihak-pihak yang menggantikannya, 

misalnya perwakilan resmi, wali yang sah dan berakhir hanya dalam hal 

persetujuan non-kontraktual.
16

  

Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang definisi 

hukum pernikahan yang asli. Menurut pendapat mayoritas fuqaha Syafi'i, 

hukum perkawinan adalah mubah (dibolehkan), menurut mazhab Hanafi, 

Maliki dan Hambali, hukum perkawinan adalah sunnah, sedangkan 

menurut Dhahiri dan Ibnu Hazm, hukum perkawinan sekali seumur 

hidup.
17

 

Itulah sebabnya hukum Islam pada dasarnya tidak membenarkan 

prinsip anti nikah, karena ajaran Islam mengikuti keseimbangan tatanan 

kehidupan antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan 

bahwa setiap orang yang memenuhi syarat harus menjalani kehidupan 

rumah tangga sebagai pemimpin untuk mencapai kesempurnaan hidup. 

Pengertian nikah menurut kompilasi hukum Islam adalah nikah 

yaitu perikatan yang sangat kuat atau Mitsasqan Ghalizhan untuk 

mengikuti perintah Allah dan menunaikannya adalah ibadah dan tujuan 

                                                 
16

 Muh∂mm∂d J∂w∂d Mughniy∂h, ∂l-Fiqh „∂l∂ ∂l-M∂dz∂hib ∂l-Kh∂ms∂h, ( Diterjem∂hk∂n 

M∂sykur A.B. J∂k∂rt∂: Lenter∂, Cet.23, 2008), 309 
17

 Z∂hry H∂mid, Pokok-Pokok Hukum Pernik∂h∂n Isl∂m d∂n Und∂ng-Und∂ng Pernik∂h∂n di 

Indonesi∂, (Yogy∂k∂rt∂: Bin∂ Cipt∂, 1978), cet. ke- 1, h 3-4 
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nikah adalah untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga secara 

sakinah, mawadah dan warahmah. .
18

 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

Hukum perkawinan didasarkan pada Al-Qur'an, Al-Sunnah dan 

Ijma. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan 

yang asli adalah diperbolehkan. Pada dasarnya pengertian “perkawinan” 

adalah suatu perjanjian yang mengesahkan persatuan dan membatasi hak 

dan kewajiban serta saling menghidupi antara seorang pria dan seorang 

wanita dalam hubungan suami-istri. 

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam AlQur‟an 

surat an-Nur ayat 32: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih 

membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) 

dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka 

miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-

Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”
19

 

Selain diatur dalam Alquran, ada juga beberapa hadits Nabi yang 

berkaitan dengan hukum pernikahan yang diriwayatkan oleh para ahli 

hadits dan imam Muslim yaitu “...dan aku mengawini wanita-wanita, 

barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk 

ummatku”. Hadis lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari 

dan Imam Muslim dari Ibn Abbas “Hai para pemuda, barang siapa yang 

                                                 
18

 Amir Sy∂rifuddin, Hukum Perk∂win∂n Isl∂m di Indonesi∂: Ant∂r∂ Fiqh Mun∂k∂h∂t d∂n 

Und∂ng- Und∂ng Perk∂win∂n, (J∂k∂rt∂: Kenc∂n∂, 2009) 37-39. 
19

 Dep∂rtemen Pendidik∂n Ag∂m∂ RI, Al-Qur’∂n d∂n Terjem∂h∂nny∂, (Sur∂b∂y∂: Mek∂r, 2004), 

h∂l. 494 
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telah sanggup diantaramu untuk nikah, maka nikahlah, karena 

sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih 

menjaga kehormatan”.
20

 Menurut Islam, keluarga yang baik sangat 

kondusif untuk kesejahteraan karena orang dapat mencapainya melalui 

keluarga yang baik dari dalam. 

Menurut Ibnu Rusyd yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, 

Hukum Perkawinan menyatakan bahwa sekelompok Fuqaha yaitu Jumhur 

(mayoritas ulama) mengatakan bahwa perkawinan adalah hukum sunnah. 

Golongan Zhahiriyah mengklaim bahwa menikah itu wajib. Ulama 

Mutakkhhir Malikiyah mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi 

sebagian orang, sunnah bagi yang lain, dan boleh untuk segolongan yang 

lain. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh penafsiran bentuk kalimat 

perintah dalam ayat dan hadits tentang pokok bahasan tersebut.
21

 

3. Rukun dan Syarat Nikah 

a. Rukun Nikah 

Pilar dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama 

yang berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan itu. Dalam 

perkawinan yang tidak boleh terbengkalai syarat-syarat dalam arti jika 

keduanya tidak ada atau tidak lengkap maka perkawinan itu tidak sah. 

Keduanya mengandung pengertian yang berbeda bahwa rukun adalah 

sesuatu yang hakekatnya dan merupakan bagian atau unsur yang 

memungkinkan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang ada di luarnya 

                                                 
20

 Abdul R∂hm∂n Ghoz∂li, Fiqh Mun∂k∂h∂, (J∂k∂rt∂: Kenc∂n∂, Cet∂k∂n 4, 2010), h 15 
21

 Ibid, h. 16 
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dan bukan merupakan unsurnya. Menurut Jumhur Ulama, ada lima 

rukun dan setiap rukun memiliki persyaratan tertentu. Berikut 

penjelasan tentang rukun nikah dalam kaitannya dengan rukun-rukun 

tersebut.
22

 

1) Calon suami, syarat-syaratnya:  

a) Beragama Islam  

b) Laki-laki  

c) Jelas orangnya  

d) Dapat memberikan persetujuan  

e) Tidak terdapat halangan perkawinan  

2) Calon isteri, syarat-syaratnya:  

a) Beragama Islam  

b) Perempuan  

c) Jelas orangnya  

d) Dapat dimintai persetujuan  

e) Tidak terdapat halangan perkawinan  

3) Wali nikah, syarat-syaratnya:  

a) Laki-laki  

b) Dewasa  

c) Mempunyai hak perwalian  

d) Tidak terdapat halangan perwalian 

4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:  

a) Minimal dua orang laki-laki  

b) Hadir dalam ijab qabul  

c) Dapat mengerti maksud akad  

d) Islam  

e) Dewasa  

5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:  

a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali  

b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai  

c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua 

kata tersebut  

d) Antara ijab dan qabul bersambungan  

e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya  

f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram 

haji atau umrah  

g) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang 

yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai. 

 

                                                 
22

 Amir Nuruddin d∂n Azh∂ri Akm∂l T∂rigan, Hukum Perd∂t∂ Isl∂m di Indonesi∂: Studi Kritis 

Perkemb∂ng∂n Hukum Isl∂m d∂ri Fikih, UU No. 16/2019 s∂mp∂i KHI, (J∂k∂rt∂: Kenc∂n∂, Cet∂k∂n 3, 

2006), h. 62 



18 
 

b. Syarat-syarat Nikah 

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar sahnya perkawinan. 

Apabila syarat-syarat itu terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan 

menetapkan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adapun 

syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 UU No 16 Tahun 2019, 

yaitu:
23

 

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 

mempelai.  

2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 

umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang 

tua.  

3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal 

dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, 

maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang 

tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 

kehendaknya. 

4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 

keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin 

diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang 

mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas 

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan 

kehendaknya.  

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang 

                                                 
23

 Djoko Pr∂koso d∂n Ketut Murtik∂, Az∂s-∂z∂s Hukum Perk∂win∂n di Indonesi∂, (J∂k∂rt∂: Bin∂ 

Aks∂r∂, 1987), h∂l. 20 
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disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang 

atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka 

Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan 

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat 

memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang 

tersebut dalam aya (2), (3), dan (4) pasal ini.  

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini 

berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain 

B. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan 

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan 

Batalnya perkawinan adalah berakhirnya hubungan antara suami 

dan istri setelah putusnya perkawinan. Batalnya perkawinan adalah 

putusan pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan, sehingga 

perkawinan itu tidak pernah ada.
24

 

Sedangkan pembatalan perkawinan menurut hukum Islam suatu 

perkawinan dapat batal dan dibatalkan, perkawinan yang melanggar 

larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama 

dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang 

melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang 

adakalanya berhubungan dengan agama dan administrasi.
25
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Pembatalan perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan 

karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syaratnya, atau 

sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya 

perkawinan atau putusnya perkawinan dapat juga dikenal sebagai fasakh.
26

 

Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan 

perkawinan lebih lanjut dimuat dalam pasal 27 Peraturan Mentri Agama 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan:”Apabila 

pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan 

menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang 

perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut 

atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”. Dengan demikian 

suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh 

pengadilan. 

Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 

tahun 2019 pengaturannya termuat dalam bab VI, pasal 22 sampai dengan 

Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2019 dalam Bab VI Pasal 37 dan 

38. Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan 

yaitu: Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat 

berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, 

suami atau isteri. Bagi mereka yang beragama Islam di lakukan di 

Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non islam di 

Pengadilan Negeri. 
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2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan 

Dasar hukum pembatalan perkawinan yang kuat ada pada Pasal 22 

UU tahun 2019 tentang Perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan jika 

para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Seorang yang masih 

ada hubungan dengan salah satu pihak karena perkawinan dan adanya 

perkawinan itu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1 ayat 2 dan 

Pasal 4.
27

 

Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia saat 

ini yaitu UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memiliki dasar 

hukum yang kuat untuk pembatalan perkawinan. Selain batalnya hukum 

perkawinan, juga didasarkan pada hukum Islam yang tertuang dalam 

Kompilasi Hukum Islam. Kompendium Hukum Islam sebagai buku 

hukum, yang digunakan sebagai pedoman bagi hakim di pengadilan 

agama, juga membahas tentang pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat 

dari Bab XI Pasal 70-76 tentang Batalnya Perkawinan yang diuraikan 

secara lengkap dan rinci. 

Putusnya perkawinan dapat terjadi baik pada saat perkawinan 

maupun sesudah perkawinan, dalam hal mana para pihak mengajukan 

gugatan pembatalan. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, 

Pasal 70 tentang Perkawinan batal apabila:
28
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1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad 

nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah 

satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj‟i.  

2) Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah diliannya.  

3) Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak 

olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria 

lain yang kemudian bercerai lagi ba‟da al dukhul dari pria tersebut dan 

telah habis masa iddahnya 

4) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari 

isteri atau isteri-isterinya. 

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada 

pengadilan agama yang berwenang atas tempat tinggal atau perkawinan 

pasangan tersebut. Dan putusnya perkawinan dimulai setelah putusan 

pengadilan agama menjadi tetap dan berlaku sejak saat perkawinan, 

sebagaimana dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 74 sebagai 

berikut:
29

 

1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada 

Pengadilan Agama yang bertanggung jawab atas tempat tinggal atau 

perkawinan pasangan tersebut. 

2) Pembubaran perkawinan dimulai setelah keputusan denominasi 

menjadi final dan berlaku sejak saat perkawinan 
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3. Prosedur/ Tata Cara Pembatalan Perkawinan 

Pembatalan perkawinan dapat dimintakan kepada Pengadilan 

Agama tempat kedudukan suami atau istri atau tempat perkawinan itu 

dilangsungkan. Perkawinan yang batal dimulai setelah adanya putusan 

pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan 

berlaku sejak tanggal perkawinan. 

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dengan 

cara pemanggilan, penyidikan, dan putusan mengikuti tata cara pengajuan 

gugatan cerai. Diatur dalam ketentuan Pasal 20-36 Peraturan Pemerintah 

No. 9 Tahun 1975, dengan ketentuan dapat diberlakukan terhadap 

putusnya perkawinan. 

Tata cara yang harus ditempuh untuk mengajukan pembatalan 

perkawinan adalah:
30

 

a. Pengajuan Gugatan. Surat permohonan pembatalan perkawinan 

diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi:  

1) Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan 

dilangsungkan.  

2) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal keduasuami 

isteri. 

3) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman suami. 

4) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman isteri 

                                                 
30
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Surat permohonan tertulis atau lisan, pemohon dapat datang sendiri 

atau dilimpahkan kepada orang lain yang bertindak sebagai kuasanya. 

Surat lamaran yang disiapkan oleh pemohon disertai dengan lampiran 

yang memuat hal-hal sebagai berikut:  

1) Fotocopy kartu tanda penduduk 

2)  Surat keterangan atau pengantar dari kelurahan bahwa pemohon 

benar-benar penduduk setempat.  

3) Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan 

pembatalan perkawinan dengan pihak Pemohon.  

4) Kutipan akta nikah. 

b. Penerimaan Perkara. Surat permohonan harus didaftarkan terlebih 

dahulu kepada panitera, SKUM atau kuasa hukum, dimana harus 

ditentukan besarnya uang jaminan, setelah itu pemohon akan 

membayar uang jaminan biaya perkara, setelah itu pemohon akan 

menerima aslinya. resi Surat permohonan dengan kuitansi terlampir 

dan surat permohonan akan diproses, didaftarkan dan diberi nomor 

perkara. Penggugat masih menunggu gugatan dari pengadilan.  

c. Pemanggilan. Surat panggilan pemeriksaan secara resmi diteruskan 

kepada yang bersangkutan atau kuasa hukumnya, jika tidak ditemukan 

diteruskan melalui lurah/kepala desa yang bersangkutan. Permohonan 

harus sudah diterima oleh calon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari 

sebelum sidang dimulai. Ini adalah sesuatu yang perlu diingat ketika 

menentukan tenggang waktu antara panggilan dan penerimaan 
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panggilan. Salinan pemnaggilan harus dilampirkan dengan surat 

permohonan.  

d. Persidangan. Hakim harus sudah menangani permohonan pembatalan 

perkawinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat 

permohonan. Pengadilan agama memutuskan diadakannya sidang 

utama jika ada alasan-alasan yang diberikan dalam undang-undang 

Nomor 16 tahun 2019 Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 27. 

Setelah persidangan, hakim ketua mengeluarkan Surat Pernyataan 

Pembatalan Nikah kepada Panitera untuk membatalkan pernikahan. 

4. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan 

Dalam pelaksanaan perkawinan tidak terlepas dari permasalahan 

yang timbul tidak hanya dari pihak internal, tetapi juga dari pihak 

eksternal yang dapat berujung pada perceraian. Putusnya perkawinan juga 

dapat terjadi karena beberapa sebab melalui batalnya perkawinan. Baik 

dalam hukum Islam maupun perdata, pembatalan perkawinan dibenarkan 

sebagai pemutusan hubungan antara suami dan istri. Ada beberapa alasan 

yang berlaku untuk pembatalan pernikahan yang termuat dalam Undang-

Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam pasal 26-27 adalah:
31

 

1) Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai Pencatatan 

Perkawinan yang tidak berwenang.  

2) Wali Nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.  

3) Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.  

                                                 
31
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4) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.  

5) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri 

suami atau isteri. 

Ketika perkawinan putus, perkawinan dibatalkan atau perkawinan 

difasidkan. Perkawinan yang batal dianggap perkawinan yang sejak awal 

tidak ada perkawinan, yaitu sejak awal akad nikah, sedangkan perkawinan 

fasidi dianggap putus sejak tanggal putusan pengadilan. Menurut 

kompilasi hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan bila: 

1) Suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama. 

2) Seorang wanita yang menikah kemudian menjadi istri dari pria 

Mafqud lainnya 

3) Seorang wanita yang sudah menikah masih dalam iddah dari suami 

lain. 

4) Perkawinan yang melanggar batas usia perkawinan yang diatur dalam 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.  

5) Perkawinan itu dilakukan tanpa wali atau dilakukan oleh wali yang 

tidak sah. 

6) Perkawinan yang dilakukan karena paksaan. 

Berkaitan dengan batalnya perkawinan, ada juga keadaan yang 

membubarkan/memutuskannya. Tujuan pencabutan adalah untuk 

menghindari hak dituntut untuk kedua kalinya sekalipun hanya untuk satu 

perbuatan. Hak mengajukan pembatalan berakhir karena:
32
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a. Jika pasangan itu hidup bersama, mereka dapat menunjukkan surat 

nikah yang diperbarui yang dikeluarkan oleh panitera yang berwenang 

dalam hal terjadi pelanggaran prosedur. 

b. Dalam hal terjadi pelanggaran materil, ketika ancaman berhenti atau 

timbul kesalahpahaman antara suami istri tetapi dalam waktu 6 (enam) 

bulan setelah perkawinan jelas bahwa mereka masih suami istri. 

C. Tinjauan Tentang Pemalsuan Identitas 

1. Pengertian Pemalsuan Identitas 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemalsuan diartikan 

sebagai upaya oleh suatu kelompok atau individu untuk mempengaruhi 

tingkah laku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa disadari oleh orang lain 

tersebut.
33

 

Pemalsuan Identitas diri termasuk perbuatan pidana seperti di atur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang 

tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan di tegaskan lebih lanjut 

dalam Pasal 264 tentang Pemalsuan Surat dengan ketentuan bahwa dalam 

Pasal 263:
34

 

(1) Orang yang membuat atau memalsukan surat yang dapat 

menimbulkan gugatan, perjanjian atau hutang, atau yang 

dimaksudkan sebagai bukti maksud untuk menggunakan atau 

menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah isinya benar 
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dan tidak dipalsukan. Jika akibat penggunaannya dapat 

menimbulkan kerugian, maka pemalsu surat diancam dengan pidana 

penjara paling lama enam tahun. 

(2) Hukuman yang sama berlaku bagi orang yang dengan sengaja 

menggunakan surat palsu atau palsu untuk menyatakan keasliannya, 

padahal penggunaannya dapat menimbulkan kerugian. 

Manipulasi/pemalsuan identitas suami-istri adalah upaya menipu 

atau menyesatkan seseorang untuk memalsukan informasi berupa 

kedudukan, sifat, atribut atau keadaan khusus atau identitas seseorang, 

yang dianggap sebagai kejahatan dengan cara berbohong kepada pejabat 

pemerintah yang bermaksud demikian.  

2. Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas 

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa 

pembatalan perkawinan dapat dilakukan, jika para pihak tidak memenuhi 

syarat perkawinan. Batalnya perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan 

yang diakhiri dengan putusan pengadilan, sehingga perkawinan itu tidak 

pernah ada. 

Pasal 22 - Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan mengatur 

mengenai batalnya suatu perakwinan. Hal ini untuk melindungi dari 

penyalahgunaan pembatalan perkawinan oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab. Oleh karena itu, baik pejabat pemerintah maupun 

lembaga di luar hukum lainnya atau siapa pun tidak memiliki kewenangan 

untuk menyatakan putusnya perkawinan. Pengadilan yang berwenang 
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membatalkan perkawinan adalah pengadilan yang berwenang mengadili 

tempat perkawinan itu dilangsungkan atau tempat tinggal suami istri. 

(Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan). Pengadilan yang bersangkutan 

adalah pengadilan agama bagi umat Islam dan pengadilan umum bagi 

yang lainnya (Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Hukum 

agama adalah proses hukum berdasarkan hukum Islam yang mencari 

keadilan di Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama dalam sistem 

hukum Indonesia.
35

 Pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 

Tentang Perkawinan terdapat kata “dapat dibatalkan”, sehingga dalam 

Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan 

dinyatakan bahwa pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan boleh batal 

atau tidak boleh batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya 

masing-masing tidakmenentukan lain. Oleh karena itu, dengan tegas pada 

saat dimintakan pembatalan perkawinan itu, pengadilan harus selalu 

memperhatikan adat-istiadat agama orang-orang yang dimintakan 

pembatalan perkawinan itu.  

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat 

dan rukun perkawinan. Jika sehubungan dengan sahnya perkawinan 

ditemukan penyimpangan-penyimpangan selanjutnya dari syarat-syarat 

perkawinan yang sah, maka perkawinan itu dapat dinyatakan batal demi 

hukum. Pembatalan perkawinan menghancurkan perkawinan yang sudah 

ada. Artinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak 
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pernah ada, dan suami istri yang batal perkawinannya dianggap pernah 

kawin satu kali sebagai suami istri. 

Pernikahan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat dan 

prinsip. Syarat yang diharapkan tidak terbatas pada syarat yang ditentukan 

oleh Hukum Agama tetapi juga syarat yang ditentukan oleh undang-

undang, sedangkan tidak dipenuhinya syarat yang ditentukan oleh undang-

undang tidak berarti perkawinan itu batal menurut Hukum Agama. Jika 

ada halangan untuk menikah, itu harus dicegah. Bahkan jika pernikahan 

sudah berakhir, pembatalan dapat diminta. Yaitu apabila suami menikah 

lagi dengan orang lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan istri, atau istri 

menikah lagi karena paksaan atau ancaman, atau suami kedapatan 

memalsukan identitasnya, atau perkawinan tersebut tidak memenuhi 

syarat-syarat pernikahan. dapat diajukan permohonan pembatalan 

perkawinan. 

D. Tinjauan Tentang Wali Nikah 

1. Pengertian Wali Nikah 

Kata “wali” berasal dari bahasa Arab, yaitu al-waliy muannatsnya 

adalah al-waliyah dan bentuk jamaknya adalah alawliya‟ berasal dari kata 

walayali- walyan dan walayatan yang berarti mencintai, teman dekat, 

sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara. 

Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqaha 

sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah Az-Zuhaili ialah kekuasaan atas 
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otoritas seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri 

tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.
36

 

Wali nikah adalah orang yang berhak menikah karena hubungan 

darah langsung dengan mempelai wanita, kepada ayah, kakek (ayah dari 

ayah mempelai wanita, saudara laki-laki yang seibu, saudara laki-laki dari 

anak laki-laki yang memiliki ayah yang sama dengannya, saudara laki-laki 

ayah (paman dari pihak ayah), anak dari paman dari pihak ayah, Hakim.
37

 

Wali nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

wali mempelai perempuan pada waktu menikah, yaitu. orang yang 

menyelesaikan pernikahan untuk pria itu. Pasal 19 BAB XV KHI juga 

menyebutkan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi 

oleh calon mempelai yang menikah dengannya. Pasal 20 ayat 1 

menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-

laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, baligh.
38

 

Dalam buku Fiqih Munakahat yang ditulis oleh Dr. Slamet Abidin dan Dr. 

Aminudin juga menjelaskan bahwa seseorang bisa menjadi wali jika 

mandiri, cerdas dan dewasa. Budak, orang gila, dan bayi tidak bisa 

menjadi wali, karena mereka tidak boleh mewakili diri mereka sendiri. 

Wali juga harus seorang Muslim karena non-Muslim tidak bisa menjadi 

wali seorang Muslim.
39
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Ulama fikih juga berpendapat bahwa pandangan Imam Malik dan 

Imam Syafi' dalam hal perwalian berbeda dengan pandangan Imam Abu 

Hanifah. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada 

pernikahan tanpa wali dan wali adalah syarat sahnya pernikahan, tetapi 

pendapat Imam Abu Hanifah adalah bahwa seorang wanita tanpa wali 

menikah. meskipun calon suaminya sebanding, perkawinan diperbolehkan. 

2. Syarat Wali Nikah 

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan 

yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu seorang wali haruslah 

memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah :
40

 

a Islam  

Yang dimaksud Islam di sini adalah mereka yang meyakini bahwa 

tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan 

telah melaksanakan rukun iman dan Islam. Orang kafir tidak sah 

menjadi wali.  

b Balig  

Maksudnya adalah mereka telah mencapai batas umur dewasa menurut 

fikih (keluarnya mani saat mimpi bersenggama). Dalam hal ini anak-

anak tidak sah menjadi wali.  
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c Berakal  

Dapat dikatakan sebagai orang yang berakal apabila telah bisa 

membedakan antara yang benar dan yang salah secara sadar dengan 

sempurna. Dalam hal ini orang gila tidak sah menjadi wali.  

d Laki-laki  

Yang dimaksudkan di sini adalah perempuan tidak sah menjadi wali.  

e Adil  

Dalam arti fakih atau mengetahui hukum syariat dengan baik. Orang 

fasik tidak sah menjadi wali.  

f Tidak sedang ihram atau umrah.  

Sayyid Sabiq beranggapan bahwa syarat-syarat bagi seorang wali 

nikah yaitu orang merdeka atau tidak budak belian, telah sampai umur 

atau sudah balig}, berakal, beragama Islam. Sedangkan Hussein 

Bahreisy menyatakan bahwa syarat-syarat wali nikah yaitu : laki-laki, 

muslim, dewasa, berakal, tidak ihram / haji ataupun umrah, tidak 

dipaksa, berakhlak baik 

Kemudian dalam Sayyid Ad-Dimyati menyatakan bahwa syarat 

wali itu harus adil, merdeka dan mampu bertanggung jawab, dewasa dan 

berakal sehat. Karena itu tidak boleh menjadi wali bagi orang yang fasik 

selain Imam yang mulia, sebab kefasikan itu dapat mengurangi sifat 

muruah dalam persaksian yang karenanya dapat menjadi penghalang 

dalam kompetensinya menjadi wali sebagaimana halnya seorang budak 

tidak dapat menjadi wali. Ini pendapat mazhab yang berdasarkan sunah 
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sahih yaitu: tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali yang cerdas 

(mursyid) artinya adil.
41

 

3. Macam-macam Wali Nikah 

Wali nikah ada beberapa macam, diantaranya sebagai berikut: 

a Wali Nasab  

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab 

dengan wanita yang dinikahinya. Ada beberapa perbedaan pendapat di 

kalangan ulama fikih mengenai urutan wali nasab. Imam Malik 

mengatakan bahwa kerabat terdekat berhak menjadi wali, katanya yang 

lebih penting adalah anak laki-laki sampai kebawah, kemudian ayah 

sampai keatas, kemudian saudara laki-laki dan perempuan dari satu 

ibu, kemudian hanya saudara laki-laki dari ayah yang sama, kemudian 

anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah yang sama, kemudian 

kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
42

 

b Wali Hakim 

 Wali hakim adalah wali perkawinan yang ditunjuk oleh hakim 

(pengadilan atau pejabat KUA atau PPN) atau oleh penguasa atau 

pemerintah.
43

 

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:  

1) Kepala Pemerintah  
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2) Khalifah, penguasa pemerintah atau aqid nikah yang diberi 

wewenang oleh kepala negara untuk menikahi seorang wanita yang 

menjadi wali hakim.  

Wali hakim diperlukan dalam keadaan sebagai berikut:  

1) Tidak ada wali nasab  

2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab‟ad  

3) Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 

92,5 km atau dua hari perjalanan  

4) Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui  

5) Wali aqrab „adhol  

6) Wali aqrab berbeli-belit (mempersulit)  

7) Wali aqrab sedang ihram  

8) Wali aqrab sendiri yangakan menikah  

9) Perempuan yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa, 

sedangkan wali mujbirtidak ada.  

Wali hakim tidak berhak menikahkan:  

1) Perempuan yang belum baligh  

2) Kedua belah pihak (calon perempuan dan laki-laki) tidak sekufu‟  

3) Tanpa seizin perempuan yang akan menikah  

4) diluar daerah kekuasaanya  

c Wali Tahkim  

Wali tahkim adalah wali yang ditunjuk oleh calon suami atau 

istri. Mengenai tata cara penamaan (metode tahkim), calon suami dari 
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calon istri melafalkan tahkim dalam satu kalimat “Saya angkat 

Bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada... (calon istri) dengan 

mahar... dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang”.
44

 

Setelah itu, calon istri mengatakan hal yang sama. lalu hakim yang 

masuk menjawab, “Saya terima tahkim ini”. Wali Tahkim terjadi pada 

saat:  

1) Wali nasab tidak ada  

2) Wali nasab ghaib  

3) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk 

d Wali Maula  

Wali maula, ialah wali yang menikahkan budaknya, artinya 

majikannya budak tersebut. Laki-laki boleh menikahkan perempuan 

yang berada dalam perwalianya, terutama adalah hamba sahaya yang 

berada dibawah kekuasaanya, bilamana perempuan itu rela 

menerimanya. 

e Wali Adhol 

Wali adhol adalah wali yang menolak atau wali yang menolak. 

Artinya, seorang wali yang menolak atau tidak mau menikahkan atau 

menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan laki-laki 

yang sudah dipilihkan oleh anak laki-lakinya. Bila adhol terdiri dari 

alasan-alasan yang sahih yang dibenarkan, maka tidak disebut adhol, 

misalnya seorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak 
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sederajat, atau menikah dengan maharnya dibawah misil, atau seorang 

wanita dilamar oleh laki-laki yang lebih cocok dari pelamar pertama.
45
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang penyusun lakukan merupakan penelitian yang bersifat 

normatif dan empiris. Penelitian Normatif adalah penelitian yang mengacu 

kepada Norma-Norma yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan 

dan Putusan-putusan pengadilan. Penelitian empiris adalah pendekatan yang 

di gunakan untuk melihat implementasi dengan mengkaji data dilapangan. 

Sedangkan penelitian empiris yaitu Suatu metode penelitian hukum yang 

berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana 

bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.
46

 

B. Metode Pendekatan  

1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan 

dengan mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. 

2. Pendekatan kasus (case approach),  

Pendekatan kasus (case approach), yaitu penelitian normatif 

mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau 

kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini 

biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. 

Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian 
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normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu 

gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum 

dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan 

masukan (input) dalam eksplanasi hukum.
47

 

C. Jenis dan Sumber /Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini data-data dan bahan hukum yang digunakan adalah: 

1. Jenis bahan hukum 

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum 

primer, bahan hukum skunderdan bahan hukum tersier. Dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan sumber baham hukum yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan 

perundang-undang, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan hakim. Dalam pembuatan perundang-undanan dan 

putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan. 

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang 

Perkawinan 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat 

berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, 

jurnal ilmiah, majalah atau buku pendapat para sarjana mengenai topik 

penelitian, dan berita internet. 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan 

baik bahan hukum primer maupun hukum sekunder, yang berupa Kamus 

Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedi. Sesuai dengan 

tipe dan pendekatan penyusun gunakan, maka jenis data yang penyusun 

gunakan adalah data primer dan data sekunder, sumber datanya adalah 

data kepustakaan.
48

 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data/Bahan Hukum 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan riset kepustakaan (Libray Research),
49 

yaitu dengan melakukan 

pengumpulan data-data yang kemudian penelitian menelaah, mengkaji, dan 

menganalisis bahan-bahan literatur hukum tersebut serta dokumen-dokumen 

tulisan ilmiah yang berupa peraturan perundang-undang, buku-buku ilmiah, 

artikel-artikel, jurnal, majalah yang diambil dari media cetak maupun 

elektronik yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti terkait 

                                                 
48

Amiruddin d∂n Z∂in∂l Asikin., Peng∂nt∂r Metode Peneliti∂n, J∂k∂rt∂: PT R∂j∂ Gr∂findo 

Pers∂d∂, 2013. h∂l. 67. 
49

 Peter M∂hmud M∂rzuki, peneliti∂n hukum, Pren∂d∂ Medi∂, J∂k∂rt∂, 2005, h∂l. 93. 
49 

Soerjono Soek∂nto, d∂n Sri M∂mudji, peneliti∂n Hukum Norm∂tif, Cet∂k∂n R∂j∂ Gr∂findo 

Pers∂d∂, J∂k∂rt∂, 2004. h∂l. 14. 



41 
 

dengan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas wali nikah 

Putusan Pengadilan Agama Nomor Perkara   0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr. 

E. Analisis Bahan Hukum 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif 

yaitu suatu analisis hukum yang didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan 

dan hasil wawancara dengan responden atau informan, kemudian dianalisis 

untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan 

disajikan berupa rangkaian kata-kata atau kalimat. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu 

permasalahan tentang pola dan problematika. Penulis menerapkan data yang 

telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dan studi 

kepustakaan. Tidak hanya wawancara saja, akan tetapi hasil dari wawancara 

(praktek lapangan) penulis kaitkan dengan referensi-referensi baik dari buku-

buku maupun undang-undang. Sehingga hasil dapat dijadikan pedoman dalam 

pemecahan permasalahan dikaji.
50

. 
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